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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang berharga dan sempurna jika 

dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lain. Lebih tepatnya, 

manusia mempunyai akal budi atau pikiran yang dapat dipergunakan 

untuk menyelesaikan masalah dan  berpikir logis. Manusia juga dapat 

memilih untuk melakukan perbuatan yang baik atau buruk.  Selain itu 

manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) sehingga manusia 

memerlukan bantuan dari manusia lainnya untuk bertahan hidup. Dalam 

menjalani kehidupan manusia biasanya mengutamakan kepentingannya 

masing-masing, di saat memenuhi kepentingannya manusia sering kali 

dibenturkan dengan manusia lainnya sehingga diperlukan kaidah-kaidah 

yang mengikat individu untuk menghindari dilakukannya kejahatan dan 

pelanggaran terhadap ketertiban umum.1) 

      Dari setiap interaksi sosial yang ada secara sadar maupun tidak sadar 

manusia akan membuat perjanjian dengan manusia lainnya. Maka dari 

itu, perjanjian merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Baik disadari maupun tidak, manusia membuat perjanjian setiap 

harinya. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana seseorang 

 
1) Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 209  
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mengikat janji kepada orang lain dan mereka melakukan berjanji untuk 

melakukan suatu hal yang telah disepakati bersama.  Maka dari itu, 

perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang yang bisa 

juga dinamakan dengan perikatan yang berisi janji dari kedua belah pihak 

berupa ucapan ataupun tulisan.2) Sehubungan dengan sebab di atas, 

perjanjian atau perikatan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan 

yaitu, terdapat pihak yang melakukan perjanjian, terdapat sesuatu yang 

dapat dijanjikan maka pihak yang melakukan perjanjian dibebani hak dan 

kewajiban masing-masing. 

Perjanjian atau verbintenis berarti hubungan antara dua pihak atau 

lebih secara hukum yang menyangkut hukum harta benda/kekayaan 

dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk menerima suatu prestasi 

dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memberi suatu prestasi.3) 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menguraikan pengertian tentang perjanjian: “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih.”4)  Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perjanjian itu sendiri menyangkut tindakan antara satu pihak atau 

lebih yang dengan sadar berjanji dan mengikat dirinya dengan pihak 

lainnya untuk suatu tujuan tertentu. 

Dalam suatu perjanjian, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar 

sah yaitu kecakapan kedua pihak, kata sepakat antar kedua pihak, dan 

suatu sebab yang halal sebagaimana telah dijabarkan dan ditentukan di 

 
2) R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, cetakan. 10, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hal. 1. 

3) M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 6. 

4) Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 52. 
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dalam pasal 1320 KUHPerdata. Setelah keempat syarat perjanjian telah 

dipenuhi oleh kedua pihak, perjanjian tersrbut menjadi sesuatu yang sah 

dan mengikat kedua pihak yang telah membuatnya Bersama secara 

hukum.5) Selanjutnya, syarat tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian 

yaitu syarat subjektif dan objektif. Pengertian syarat subjektif adalah 

apabila kesepakatan dilanggar oleh salah satu pihak atau kedua belah 

pihak maka perjanjian tersebut dibatalkan. Untuk syarat objektif, itu 

berarti bahwa jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut maka itu 

perjanjian dibatalkan demi hukum.  

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) dapat disimpulkan bahwa 

pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan 

harus dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan yang 

cukup kuat menurut undang-undang. Selanjutnya, perjanjian ini harus 

dilakukan oleh kedua pihak dengan itikad baik seperti yang datur dalam 

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata.  

Ada berbagai jenis perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata6) dan 

sering dilakukan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari yaitu: 

perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar menukar, 

perjanjian pinjam meminjam, dll.  

Suatu transaksi jual beli sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Cara yang paling sering digunakan dalam transaksi jual beli adalah 

perjanjian atau lebih spesifik, perjanjian jual beli. Perjanjian ini adalah 

perjanjian yang mempunyai sifat riil yang artinya adalah pemberian 

 
5) Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007), hal. 1. 

6) Op.cit., hal. 66. 
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barang merupakan syarat perjanjian yang wajib dilakukan oleh satu pihak 

ke pihak lainnya. Maka dari itu, saat suatu barang telah dijanjikan untuk 

diberi tetapi dalam prakteknya belum diberi, maka perjanjian belum bisa 

terjadi.  

Selain itu, perjanjian jual beli juga mengikuti asas dalam hukum adat 

yang berisi terang dan tunai. Terang dan tunai berarti perjanjian tersebut 

menyangkut pemberian atas hak suatu barang untuk selamanya dengan 

timbal balik pihak lainnya yang saat itu juga memberi pembayaran yang 

sudah disepakati kepada penjual.7)  

Selanjutnya, dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata terdapat satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang membuat perjanjian dalam 

asas kebebasan berkontrak yaitu itikad baik. Yang dimaksud dengan 

itikad baik adalah suatu tindakan yang baik dari kedua belah pihak dalam 

melaksanakan atau melakukan segala yang telah disepakati atau 

diperjanjikan.8) Dengan kata lain, asas itikad baik berarti bahwa kedua 

belah pihak mempunyai kebebasan untuk tidak mewujudkan perjanjian 

tetapi oleh karena itikad baik itu dapat diatasi dan dilakukan.9) 

Disamping itu, dalam melakukan suatu perjanjian juga harus 

mengarah kepada itikad baik yang bersifat objektif. Maksud dari itikad 

baik yang objektif adalah itikad baik dari pihak tersebut tidak hanya 

menuju ke pihak lainnya tetapi juga kepada hukum dan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Itikad baik juga dapat disebut sebagai 

 
7) Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 29. 

8) Ibid, hal. 26. 

9) Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi 

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2008), 

hal. 49. 



 

 5 

universal social force yang mengatur hubungan sosial antar warga 

negara, dimana setiap warga negara harus saling beritikad baik terharap 

warga negara lainnya.10) Saat ini itikad baik diatur dalam Pasal 1338 

alinea (3) KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan yang memuat syarat atau unsur pembeli yang 

memiliki itikad baik seperti melakukan perjanjian jual beli atas suatu 

tanah dengan cara dan dokumen yang lengkap dan sah seperti yang telah 

ditentukan di dalam undang-undang dan juga berhati-hati dalam 

mengambil tindakan yang berkaitan dengan objek tanah yang 

diperjanjikan. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dibuat untuk menjaga 

kesatuan pendapat/pandangan hukum para hakim agar tercipta 

konsistensi putusan di semua tingkat peradilan. 

Dalam membuat perjanjian, notaris mempunyai peranan penting. 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) adalah pejabat 

umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan 

mempunyai wewenang lainnya yang ada dalam undang-undang di atas 

atau dalam undang-undang lainnya. Kewenangan notaris lainnya yang 

ada dalam Pasal 15 UUJN yaitu notaris mempunyai wewenang untuk 

membuat Akta otentik yang bersisi tentang perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang dikehendaki oleh suatu pihak untuk dituliskan dalam 

 
10) Ibid. 



 

 6 

akta. Notaris juga dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta selama 

akta itu tidak dipindah tugas kepada orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Selain itu notaris juga mempunyai wewenang untuk 

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dan 

membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus, membuat kopi dan asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan 

surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan 

membuat akta risalah lelang. 

Notaris dapat membuat perjanjian jual beli, perjanjian kerja sama, 

perjanjian sewa menyewa, dll. Notaris membuat Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli jika suatu pihak mau melakukan transaksi jual beli tanah. 

Perjanjian Jual Beli dapat dibuat apabila tanah atau barang yang 

diperjualbelikan masih dalam tahap pengecekan di Badan Pertanahan 

Nasional, belum melakukan pemecahan sertipikat, pembeli belum 

melakukan pelunasan sepenuhnya. Notaris berperan penting dalam 

membuat suatu akta perjanjian, dengan pembuatan akta yang dihadiri  

notaris, maka akta yang dibuat akan menjadi akta otentik. Akta otentik 

berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang seusai dengan 

undang-undang, dibuat dan disaksikan oleh pejabat umum setempat 

dimana akta itu dibuat. Akta tersebut bisa dikatakan bukan akta otentik 
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tersebut memperoleh status tanah Hak Milik. Perusahaan menggunakan 

cara tersebut dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dari tanah yang 

dikarenakan adanya perbedaan harga tanah berstatus HGB dengan tanah 

berstatus Hak Milik. Hal ini sebenarnya tidak diperkenankan karena cara 

ini merupakan penyelundupan hukum.  

Pada tanggal 30 Januari 2013, PT Metro Batavia dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 

77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perusahaan dinyatakan pailit dengan 

hutang sebesar Rp. 2.540.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar 

Rupiah). Hal tersebut pada awalnya sudah diketahui oleh YT karena 

telah dimohonkan pailit oleh International Lease Finance Corporation 

(ILFC) akibat tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Bank Bukopin 

dan Bank Muamalat. Unsur-unsur untuk mempailitkan perusahaan telah 

terpenuhi yaitu dengan adanya 2 (dua) kreditur yang tidak dapat dipenuhi 

kewajibannya. Pada saat YT mengetahui bahwa perusahaan akan 

dinyatakan pailit, YT mengalihkan kepemilikan dari tanah dan bangunan 

tersebut dengan menjualnya ke Harun Sebastian (HS)/ pembeli tanah. HS 

memberikan syarat kepada direktur bahwa tanah dan bangunan yang 

dijual adalah clean and clear atau dengan kata lain bahwa tidak adanya 

sengketa terhadap bangunan dan tanah tersebut. HS bersama notarisnya 

telah memastikan status tanah dan bangunan tersebut dengan melakukan 

pengecekan di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat dan memang 

tanah tersebut tidak ada hak tanggungannya. Lalu, HS membagi 

pembayaran tanah dan bangunan tersebut sebanyak 4 (empat) kali 
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pembayaran. HS bersama YT membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) dan Sertipikat berada di tangan notaris.11) 

Setelah pembayaran ketiga dilaksanakan, Tim kurator untuk PT 

Metro Batavia menemukan kejanggalan dari tanah dan bangunan tersebut 

sehingga mereka mengajukan gugatan actio pauliana yaitu hak yang 

diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut 

kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat 

dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, debitur dan orang 

dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan 

tindakan itu menyebabkan kerugian kepada kreditur terhadap direktur 

perusahaan karena telah menjual aset milik perusahaan yang dinyatakan 

pailit dan meminta pengadilan untuk membatalkan jual beli tersebut. 

Pengadilan memutuskan bahwa tindakan YT bukanlah actio pauliana 

padahal tim kurator dapat membuktikan tanah dan bangun tersebut 

merupakan hasil dari PT Metro Batavia dengan adanya pada pembukuan 

perusahaan. Setelah hal tersebut diketahui oleh HS, HS merasa tertipu 

dengan keadaan aset yang diperjualbelikan dan menghentikan 

pembayaran keempat untuk tanah dan bangunan tersebut. 

YT menuntut Harun dengan tuntutan wanprestasi dikarenakan HS 

tidak melunasi pembayaran keempat. HS melakukan pembelaan dengan 

menjelaskan pada awalnya HS telah mengajukan syarat clean and clear 

akan tetapi hal tersebut dikesampingkan oleh hakim dan pada akhirnya 

hakim memutus tanah dan bangunan tersebut harus dikembalikan ke YT 

 
11) HRS, “Kurator Temukan Bukti Kunci Aset Batavia”, www.hukumonline.com, 02 

Maret 2020. 

http://www.hukumonline.com/
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dan uang pembayaran pertama sampai yang ketiga dianggap hangus. 

Berdasarkan putusan yang diberikan, itikad baik dari pembeli 

dikesampingkan oleh hakim. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji 

perlindungan hukum pembeli yang bertikad baik dalam membeli tanah 

dan bangunan. Dengan adanya penelitian ini maka pembeli dapat lebih 

cakap dan berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli dan notaris 

akan lebih berhati-hati untuk membuat perjanjian. 

Berdasarkan alasan tersebut penulis uraikan dalam latar belakang 

masalah ini selanjutnya penulis mencoba membuat suatu penelitian yang 

berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Yang Objeknya Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 2081K/PDT/2014). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tindakan yang harus dilakukan oleh Notaris untuk 

mengetahui itikad baik penghadap dalam pembuatan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Tanah? 

2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap tindakan Notaris 

yang telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang 

obyeknya berpotensi masuk ke dalam boedel pailit (contoh kasus: 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2081K/PDT/2014)? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tindakan yang harus dilakukan oleh Notaris untuk 

mengetahui itikad baik penghadap dalam pembuatan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Tanah. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap tindakan 

Notaris yang telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang 

obyeknya berpotensi masuk ke dalam boedel pailit (contoh kasus: 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2081K/PDT/2014). 

 

1.4. Kegunaan Peneilitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber 

kepustakaan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan hukum, khususnya dalam bidang hukum 

perdata tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. 

2. Secara Praktis  

a) Bagi peneliti maupun pembaca 

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti 

mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal 

pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah. 

b) Bagi masyarakat 

Untuk menambah informasi bacaan referensi serta sumber 

kepustakaan bagi masyarakat khususnya para pembeli dalam 

pembelian tanah. 
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c) Bagi pemerintah dan lembaga legislatif 

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih 

mengawasi pelaksanaan perlindungan bagi pembeli tanah 

beritikad baik. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis 

dalam penelitian dimulai dari Bab I-V. Sistematika penulisan digunakan 

untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang 

akan dibuat untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan 

merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun 

sistematika penulisan tersebut sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan dan 

menjelaskan mengenai perjanjian, hak atas tanah, 

itikad baik, kepailitan, dan jual beli tanah 

sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan 
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Notaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan, yang akan digunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan permasalahan yang 

ada di dalam kasus. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan Penulis untuk menganalisa dan 

membangun konstruksi berpikir yang dikemukakan 

oleh Penulis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, Penulis akan melakukan penjabaran 

data hasil penelitian dan menganalisis serta 

menguraikan secara mendalam tentang jawaban atas 

permasalahan dengan menggunakan data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan teori yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa 

jawaban singkat atas permasalahan penelitian 
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berdasarkan hasil analisis permasalahan. Selain 

memuat kesimpulan, bab ini juga akan memuat 

tentang saran yang diusulkan oleh Penulis atas 

kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum 

dapat diselesaikan oleh Penulis. 

 


